PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a.‘nnmonga(:&gan&s;mgc%nmzan&na 2

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773247, Kode Pos 55651

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN REGISTRASI ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF
BANGSA

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN
a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 305);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Penyetenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63)

b. Tujuan Penyusunan
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan dalam pengajuan

registrasi arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN
Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. Menentukan arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, sosial, ekonomi, atau
politik sesuai kriteria MKB ANRI.
2. Mengidentifikasi arsip berdasarkan kelengkapan dokumen, kondisi fisik, dan

keaslian.
3. Memastikan arsip telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk

registrast MKB.
Melakukan klarifikasi dan validasi data dengan OPD atau pemilik arsip terkait.
Berkoordinasi dengan PD, masyarakat, atau stakeholder yang terlibat dalam

penyediaan arsip.
6. Memberikan bimbingan teknis kepada pemilik arsip tentang proses registrasi.
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7. Menyusun laporan hasil seleksi dan verifikasi kepada Bupati,
8. Memberikan rekomendasi arsip yang layak diajukan untuk registrasi Memori
Kolektif Bangsa kepada Bupati

C. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR
Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

Kewenangan Pengajuan MKB

Kriteria arsip yang dapat diajukan menjadi MKB

Tim Seleksi dan Verifikasi

Tata cara pengajuan, syarat, prosedur/mekanisme

Fungsi LKD dalam pengajuan MKB

Pendanaan

Partisipasi Masyarakat

Sanksi Administrasi
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Penghargaan
10. Monitoring dan Evaluasi

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Memori Kolektif Bangsa pada Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo, akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan dan
memberikan fasilitasi kepada seluruh perangkat daerah, Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi Politik atau Perseorangan yang akan mengajukan
permohonan registrasi arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa.
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